GUBERNUR SULAWESI| SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH EEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWES] SELATAN,

Menimbang : n. bahwa untuk melaksanaltan ketentuan Pasal 8 ayat [14)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daernh,
maka dalam rmngka pelaksanaan tugaa teknis opernaional dan
teknis penunjang tertenty pada Dinas Pendidikan Provins
Suloweai Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis

Sekolah Menengnh Kejuruan Negeri;

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapknn
Peraturan Qubermnur Sulawesi Selatan tentang Organisaai Dan
Tota Kerja Unit Pelaksana Teknis Sckolah Menengah Kejuruan
Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinai Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Republik Indonesin Noamer 20 Tanhun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional |[Lembamn Negonra Tahun
2003 Nomor 78, Tambahon Lembamn Negnra Nomor 301},

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negamn (Lembaran Negarm Republik Indonesin Tahun 2014
Homor 6, Tombahnn Lembarmmn MWegonm Republik Indonesin
Nomor 3494],

4. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan
Daerah [Lembarnn Negara Republik Indoneain Tahun 2014
Momor 244, Tambohan Lembarnn Negorn Republlk Indonesin
Momor 5587) sebogunimana telah diubah bebernpa kali terakhir
dengon  Undang-Undang Nomor O Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atna Undong-Undang Nomer 23 Tohun 2014
tentang Pemerintohan Daerah (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesin Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang Administrosi
Pemerintnhan [Lembamn Negarn Republik Indopesin Tohun
2014 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negam Republik

Inillrnsaia Momar 56011
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f Peraturan Pemerintah Repuhblik Indenesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengeloloan dan Penyelengzarnan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 23, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indones:a Nomaor 5105)

7. Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tenang Perangkat
Das=h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negam Republix Indonesia
Nomor 5887);

8 Peraturan Dasrah Pmvinm Sulawesi Selatan Nemor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan FPerangkat Daerah
{Lembaran Dacrah Prosvinsi Sulawes Selamn Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daecrah Provinm: Sulaweai Sclalan
Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISAS] DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI PADA DINAS FENDIDIKAN PROVINSI SULAWES] SELATAN

DADI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pernturnn Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah ndalah Provinm Sulawesi Selatan,

2. Pemerintah  Daemh adalah  Gubermur sebagal unsur  penyelenggars
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelak=wnaan urusan pemenneahan yang

menjadi kewenangan daerah olonom.
3. Gubemur adalah Gubernur Sulawea Selatan,
4. Sekretarin Daerah adalah Sekretaris Dacruh Provinai Sulawea Sclatan.
S Peruturan Gubernur adnlah Peraturan Gubemur Sulawem Selatan
6. Dinas adnlah Dinas Pendidilan Provina: Sulawesi Selatan
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinst Sulawesi Selaran
8

Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provins! Sulawes Selatan.

G Kepats UJPT adalah Kepala UPT Saknlah Menengah Kejuruan Negen
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan
11 Pungsi adalah pekerjaan yang meripakan penjabaran dan fugas

12. Urnian tugss adalah papamn atau bentangan atas semua Tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok yang dilakulan pemegang jabaian.

HAR II
PEMBENTUHAN DAN KEDUDUKAN

Pusal 2
(1} Dengan Peraturan Gubernur Ini, dibeniuk UPT Sckolah Mensngah Kejuruan
L L —
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(21 UPT webagalmang Mmmaksud peda ayat (1) masngmasing l.ﬂh-rh.ut pada
lasisgrran 1 pang owmagakan bagan tdak terpisahkan dar Permturan Gubhemuog
]

(9] UPT ebagaimana dusakaud pada ayat (1), masing masing diptmpin oleh Kepala
LT, digabat oleh pejabat fuymional gura vang diberkan tugas tasnbahan

(4) Hepala UPT sehagaimana dimaksad peda ayat (3, berada i bawah dan
ey tangguinga wah kepada Kepala Dinsa melalu Kepals UPT Pendutikan Wilavah
vang inewilayalil masng masny UPT.

nAR 1l
BUSUNAN ORGANIBARI

Panal
(1] Busunan organisast UIT texdint darn
#  Nepala U1,
b Aubibagian Tata Usaha, dan
¢ Jabatan Fungslenal

{1] Nagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada avat (1), rercantam
pasla lampiran | yang menupakan baglan tidak terpisahkan darl Pemiuran
Clubsernur ind.

mAR IV

TUOAS, FUNGAL DAN URAIAN TUGAS

Baglan Wesatu
Tugss, Fungal, Dan Uralan Tugas Kspala UPT

Pasal 4

(1) Kepala UIT  mempunyal  Tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoondinasikan dan melaksanakan hebijakan tehnis pengelolaan Sekolah

Menengah Kejuiuan

{4} Kepala UPT dalam melaksanakan ugas sehagaimana dimakosud pada asan (10,
prve g bl Pingsl
a. perumasan kebigakan trknls pelaksanaan pengelolaan Scholah Me=nengah

Erpurzan,
p:LkI-IMH ketsjakan tekniy pengelolian Sekolah Mesogah Reparuan,
pelaknmnaan cvaluass dan pelaporan pelaksanaan pengmiolaan Hekolah

Menengah Kejuran,
sanzan administrast UIT, dan
naan fungsi lain yang diberikan oleh Krpala Dinas terka/t igas dan

funggedniya

(1) Urdian tijgas welsgaimang iimakaud pada ayse (1), melpu
w  memyusun fencana kegatan UFT whagal pedoman dalam pelaksandsn
fygas,
b mendisiribsikan dan vembe) pelunjul pelehosansc Digas,

L=l -
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¢. memantnu, mengawasi dan  mengevalunal pelakpannan  tugas tlalarm
lingkungan UPT untuk mengetahul perkembangan pelokannann (UEAS;

d. menyusun raneangon, mengorekasl, memaral dan/ntau menandatangani
nankah dinan;

e, mengikuti rapat-rapat scounl dengan bidang tugasnya;

merumusknn dan melaknannkan kebijolkan prograim, keuangnn, umm,

perlenglapan, kepegawaian, dalam lingkungin urT;

mengoordinaalkan don melnksannkan kebijakan teknla pengelolann Sekolah

Menengah Kejurunn,

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan tcknis  pengelolnon
Sekolah Menengah Kejurunn,

i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;

J. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;

k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terknit pelaksanann
administrasi dan proses kegiatan belajar men gajor;

|. mengoordinasikan pclaksanaan pengawasan penyelenggarnan administrasi
dan proses kegiatan belajor mengajar;

m. mengoordinasikan dan  melaksanokan  tugas-tugns pebapgni  pejabat
fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

n. mengoordinasikan dan menata ndministrasi ketatousahaan,
kerumahtanggan, kesiswann, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;

o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ckstrakurikuler;

p. mengoordinasikan pelaksannan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait
dan masyarakat;

q. mengoordinasikan dan mengatur peluksanann kegiatan dan bimbingan «i
luar jom sekelah;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalinn, dan
evalunsi kebijakan teknis pengelolnan Sekolnh Menengah Kejuruan Atas;

5. meloksanakan koordinosi don konsultnai dengan lembaga pemerintah dan

lembuga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UFT;

t. menilni kinera pegowai Aparalur Sipil Negarn sesunl ketentuan peraturan

perundang-undangan;

u, menyusun loporan hasil pelaksanaan Lugas Kepalo UPT dan memberikan
saran pertimbangan kepada atnsan sebagal bahan perumusan kebijakan;
don
melalesanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnyo.

Baglan Kedua
Tugas dan Urnian Tugas Keopala Subbagian Tata Usaha
Pasnl 5
(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugns
membantu Kepala UFT dalom mengoordinasikan dan melnksanakan pelayanan

veknis dan administrasl penyusunan program, pelaparan, umum, kepegawalan,
dan keuangan dalam linglungan UPT.
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{2 Uratan tugan e bimpiminnn dimaksil padi aymt (1), melgrn

a. menyusun rentanm kegintan Qubhaglan Tata Usaha sebagal pedoman dalam
peink=anann nipas,

b mendistribusikan dan memleri prtufijuk pelalisansan tugas;

€. memaniau, mengawasl dan mengevaludsl  pelaksanpasn  tugas  dalem
lingkungan Subbmgian Tata Usaha untuk mengetahul periembangan
pelaksanaan tugas;

. menyusun rencangan, mengoreksl, memaral dan/atay menandatongarn
nasknh dinag,

® mengikuti mpat-tapat sesunl dengan biddang tugasnra;

melakukan koordinasli pelaksannan  kegiatan dalam lingkungan UPT

schingga terwujud koordinasi, minkronisasi dan integram  pelaksanaan
kegiatan,

g melakukan kpomiinasl s=ria menyiapkan bahan penyusunan program UFT,

h. mengpordinasmkan dan melakukan peagolahan dan penvajlan dara dan
infarmani;

i.  mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ndministras umam,

J. mengoordinasikan dan melakukan pelavanan kepegawalan dan hukum,
k. mengoordinanikan dan melakukan pelayanan adminisomst kewangan,

. mengoomdinoatken dan melakukan pelayonan ketatnusahanr,

m. menggordinaskan dan melakubkan admenstrasl pelavanan organizasi dan
talalaksana;

n. mengoondinasikan dan melakukan pelikeansan urusan kerumahtanggaan,
0. menpoordinasikan dan melakukan kegatan kehumasan,

p. melakukan koordinasi dan konsultam dengan lembaga pemerintah dan
lermnbagn nonpemenintah dalam rangka mendukung pelakzansan tugas dan
Tungsl,

. menilal kinerja pegawal Aparatur Sipil Negara sesual ketentuan peraturn
perundang-undangan;

r. menyusun laporan hasll pelaksanaan tugas Kepaln Subbagian Tata Usaha
dan memberiknn samn perumbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan, dan

8, melnkukan tugss kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesunl dengan
bidung tugasnyn.

BAR WV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

{1} Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aynt (1) buruf e
adalah jabatan fungsional yang telah diewapkan berdasarkan ketsnruan
permaluran perundang-undangan.

{2} Pengangkaian Jabhatan Fungalonal pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil

analisis kebutuhan dan formasi, sera sesual ketentuan peraturan perundang-
undongnn.
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BAl VI
TATA KERJA

Pasal 7

{1} Kepala UPT dolam meliksannlon tugnanya berdanarkan kebljakan umum yang
ditetnpkan oleh Kepaln Dinas sesunl dengan kelentuan peraturnn perundung-
undnngni.

{2} Kepnln UPT, Kepala Subbagian Tntn Usahn, Pejabat Fungsional dan neluruh
personil pada UPT melnksanokan wugss don fungsl genuni dengin ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinalp hierarki, koordinasl,
kedn anmn, (ntegrosl, sinkronisasi, aimplifkasl, akuntabllite, tronoparansl,

serta efekiivitng dan efisiensl,

Pasal 8

(1] Kepala UPT, Kepaln Subbagion Taln Usaha dan seluruh personil dalam
lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laparan secarn berkaln dan/atau gegitid kebutuhan secara tepat
waktu kepadn atasan masing-maaing.

(2) Setinp lnporan yang diterima sebagnimana dimaksud pada ayat (1], diclah dan
digunakan oleh plmpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknia UPT.

{3) Kepaln UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya,
melaliukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evalunsi, serta
melnksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau seauni kebutuhan,

{4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah/awasta  terknit, dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlanenr pelaksanaan tugas dan fungsl UFT.

DAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Paeal 9
Pengungkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional

di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejnbat yang berwenang berdasarkan
ketentuan pératuran perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 11
{1} Dalam rangkn mendukung pelaksanaaon proses belajar mengajor serta untuk
mendukung kegiatan kepegawnian Kepala UPT dopnt membentuk satuan

wupas/ unit kerjna, Kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam
UPT dengan Keputusan Kepala UFT.
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san, pengelola, dan /ntou

(2) Pembentuknn satuan tugns/ unit kerjn, kepenguri
o ayat (1), dilaporkan

nama lninnyn dalam UPT sebogaimana dimaksud pod
kepadn Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 12

Peraturan Qubernur inl mulai berlaku pada tnnpggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan

Agar setinp omng mengetahuinys, !
Gubernur ini dengan penempalannya dalam Berita Dacrah Provinsi Sulawesi

Selatan.

Ditetaplkan di Makassar
TR 26 janoari 2017

W P E-Hq-. M.SL, M-Hl

Diundangkan di Makassar
pada tanggnl z7 mmari 2017

LATIF, M.5l., M.M.

A DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100
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o, | UNIT PELAHSANA TERNIS NAMA SATUAN PENDIDIKAN
WILAYAH DISBDIK SULSEL LAMA BARU

1 o] T T —
101 UPT. Wil. Bone SMEN 1 MARE SMEN 5 DONE

102 UPT. Wil. Bonc SMKN | HAJUARA ShEN 0 BONE

103 UPT, Wil. Bone SMEN 3 WATAMPONE SMEN 7 HONE

104 UPT, Wil, Bone SMK NECER! | AJANGALE SMEN 8 HONE

105 UPT, Wil Bone SMKEN PONRE SMEN 9 BONL

106 UPT. WIl. Bone SUPM NEGERI BONE SMN 10 BORE

107 UPT. WIl. Soppeng SMEN | WATANSOPPENG SMEN | SOPPENRG

108 UPT. Wil. Soppeng SMEN | MARIORIWAWO SMEN 2 SOPPENC

109 UFT. Wil. Soppeng SMEN | LILIRIAJA SMEN 3 SOPFENG

110 UFT, Wil Soppeng SMEN Z WATANSOPPENG SMEN 4 SOPPENG

111 UPT. Wil. Soppenit SMEN | MARIORIAWA SMEN 5 SOPPENG

112 UPT. Wil. Wajo SMEN | SENOEANG SMEN | WAJO

113 UPT. Wil. Wajo SMEN | PITUMPANUA SMEN 2 WAJO

114 UPT. Wil. Wajo SMEN | GILIRENG SMEN 3 WAJO

115 UPT. Wil. Wajo SMEN | SAJOANCING SMEN 4 WAJD

116 UPT. Wil. Waojo SMEN 1| MAJALULENG SMEN 3 WAJO

117 UPT. Wil. Wajo SMEN | BABBANGPARU SMKN 6 WAJD =i L_Fr
118 UPT. Wil. Wajo SMK NECERI 1| KEERA SMEN 7T WAJO

119 UPT, Wil. Walo SMEN | BOLA SMEN 8 WaJO

120 UPT. WIil. Wajo SMKN HELAWA SMEN 9 WAJO

121 UPT. Wil. Sinjol SHMEN 1| SINJAL SMEN I SINJAI

122 UPT. Wil. Sinjai SHMEN 2 SINJAI SMEN 2 SINJAL

123 UPT. Wil. Sinjai SMEN 3 SINJAL SMEN 3 SINJAI

124 UPT. Wil, Sinjal SHKN 4 SINJAL SMEN 4 SINJAIL

125 UPT. Wil. Enrekong SMEN | ENREKANG SMEN | ENRERANG

126 UPFT. Wil, Enrekang SMEN 3 ENREKANG SMKEN 2 ENRERANG

127 UPT. Wil. Enrckang SMEN 1 ENRERKANG SMHEN 3 ENRERKANG

128 UPT. Wil. Enrekang SMEN 4 ENREKANG SMEN 4 ENRERANG

129 UPT. Wil, Enrckang SME NEGLERI 5 ENRERARG SMEN 5 ENRERKARG

130 UPT, Wil Tnna Tara|a SMEN | MAKALE SN | TANA TORAJA
131 UPFT. Wil. Tana Torala SMEN | MENGKENDEK SMEN 2 TARA TORAIA
132 LUPT, Wil. Tana Toraji SMEN 1 SALUPUTTI SMEN 3 TANA TORAIA
133 UPT. Wil. Tann Toraja SMEN 2 MAKALE SMEN 4 TANA TORAJA
134 UPT. Wil. Tornja Utara SMKE Neperi 1 Tallunglipu SMEN | TORAIA UTARA
135 uUPT, Wil. Toraja Utnrm SMEK Negerl | Resl SMEN 2 TORAJA UTARA
136 UPT, Wil. Torajn Utarn SMK Megerl | SESEAN SMEN 1 TORAJA UTARA
137 UPT. Wil. Tornjon Utero SMEN BUNTUPEPASAN SHTEN 4 TORAIA UTARA
138 UPT. Wil. Tornjn Utim SME MNegeri | BUNTAD SMEN 5 TORAJA UTARA
139 UPT. Wil Luwu SMEN 2 RELOPA SMRN | LUWU
140 UBT. Wil. Luwu SMEN | BELOPA BMEN 2 LUWL
141 UPT. Wik Luwu SMEN | WALENRANG SMEN 3 LUWU
142 UPT. Wi, Luwy GAIKN 2 WALENRANG SMEN S LUWLU
143 UPT. Wil. Luwu SAMEN | TERPADU LUWU EMEN 5 LUWLU
144 UPT. Wil. Luwu SMEN 1 SULL SEMEN G LUWLU
145 UPT, Wil Luwu SMKN | SULI BARAT SMEKN 7 LUWLU

146 UPT. Wil. Luwu SMHEN | BABANG SMEN 3 LUWU

147 UFT. WIl. Luwu SHMEN | WALENRANG UTARA SMEN 9 LUWLU

148 UPT. Wil. Luwu SMEN | DAJO SMEN 10 LUWU

149 UPT. Wil. Luwu SMKN 1 BUA SHMEN 1] LUWU

150 UPT. Wil Luwu SMEN | WALENRANG TIMUH SMEN 12 LUWU

151 UPT. Wi Luwu SMK HEGER] 1| PONRAKG SRIEN 13 LUWLU

152 UPT, Wil. Palopo SMEKEN | PALOPO SMEN | PALOPO

153 UPT. Wi, Palopo SMEHN 2 PALOFPO SMEN 2 PALOPO

154 UPT. Wil. Palopo SMEN 3 PALOPO SKMKEN 3 PALOPO

155 UPT. Wil Polopa SMEN 4 PALOPD SMEN 4 PALOPO
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